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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Dalam rangka tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, pada tanggal 31 Maret 2015 Bank Indonesia

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

tentang Mata Uang. Dalam PBI tersebut diatur bahwa setiap pihak, baik perorangan maupun badan usaha,

wajib menggunakan rupiah dalam tiap transaksi tunai maupun non tunai di dalam wilayah Republik

Indonesia. Terhadap kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana yang diatur oleh PBI Nomor

17/3/PBI/2015, terdapat keberatan dari sejumlah pihak terutama dari sektor energi. Hal ini disebabkan oleh

adanya karakteristik khusus dalam industri energi sehingga sebagian besar kontrak kerjasama di bidang

tersebut masih menggunakan dan membutuhkan pembayaran dalam mata uang asing. Demikian pula halnya

dengan industri di sektor minyak dan gas bumi, pada tanggal 23 Juni 2015 Satuan Kerja Khusus Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun telah mengajukan surat permohonan

diberikannya pengecualian terhadap implementasi PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Yang kemudian permohonan

tersebut disetujui oleh Bank Indonesia melalui suratnya Nomor 17/573/DKSP tanggal 1 Juli 2015, berisikan

bahwa Bank Indonesia sepakat dengan road map pemenuhan ketentuan kewajiban penggunaan rupiah yang

disampaikan oleh SKK Migas dalam 3 (tiga) jenis kategori dan memberikan jangka waktu penerapannya

paling lambat 30 September 2015 untuk kategori yang harus menggunakan rupiah. Kontraktor Kontrak

Kerja Sama (K-KKS) perlahan-lahan menyesuaikan seluruh kegiatan usahanya dengan ketentuan PBI No.

17/3/PBI/2015, antara lain penyelenggaraan tender, perpanjangan atau pembaharuan kontrak dengan para

kontraktornya. Namun demikian, masih terdapat kendala pada kontraktor dari K-KKS, terutama untuk jenis

kontrak lumpsum, karena ada beberapa material dan peralatan yang hanya tersedia di luar negeri dan harga

ditentukan dalam mata uang asing, sehingga kontraktor pada saat menentukan nilai kontrak harus dapat

memperkirakan dengan sebaik-baiknya nilai tukar yang sekiranya berlaku pada saat pembayaran terhadap

vendor asing tersebut dilakukan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penulis melakukan

wawancara dengan narasumber dari pihak terkait guna melengkapi hasil penelitian. Jenis data yang

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

In the framework to achieve the stability of the Indonesian Rupiah currency, on March 31, 2015, Bank

Indonesia issued Bank Indonesia Regulation Number 17/3/PBI/2015 regarding the Mandatory Use of the

Indonesian Currency in the Territory of the Republic of Indonesia, as the implementing regulation of the

Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 regarding Currency. The said Bank Indonesia

regulation stipulates that any party, individual or business entity, shall mandatorily use the Indonesian
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Rupiah currency on any cash or noncash transaction conducted in the territory of the Republic of Indonesia.

An objection has arisen from various parties as the result of the promulgation of the said Bank Indonesia

Regulation number 17/3/PBI/2015, in particular from the energy business sector. This is due to the specific

characteristic in the energy business sector in which most of the cooperation contracts in that sector remain

using and require the use of foreign currency. Similarly with the oil and gas business sector, on June 23,

2015 the Special Task Force For Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia (SKK

Migas) has applied for an exemption from the application of the Bank Indonesia Regulation Number

17/3/PBI/2015. The said application was further approved by Bank Indonesia through its Letter Number

17/573/DKSP dated July 2015, which stipulates among others that Bank Indonesia could agree to the 3

(three) categories for the fulfilment of mandatory use of Indonesian Rupiah currency as set out in the road

map and further grants an extension for the fulfilment of such obligations by no later than September 30,

2015 for the category that must use Indonesian Rupiah currency. A contractor to the Production Sharing

Contract shall gradually adjust its business activities in compliance with the PBI Number 17/3/PBI/2015,

among others the tender process, the extension or renewal of the contract with the contractor. However,

there are still barriers faced by a contractor to the Production Sharing Contract, in particular to the lump sum

contract wherein some of the materials and/or the equipment required under the contract are only available

offshore and the price is set in the foreign currency, therefore the contractor to the Production Sharing

Contract shall carefully calculating the contract price and foreseeing the exchange rate that nay apply at the

time payment to their offshore vendor be made. This thesis is a normative law research. The author

conducted interviews with sources of relevant parties in order to complete the research. Data used in this

thesis is secondary data consists of primary laws, secondary laws and tertiary legal materials.</i>


